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Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat
Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Ali Arif Ramadhan.
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Penanggung Jawab :

Dengan ketentuan sebagai berikut :
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25
3
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~ Demikian Surat ini dipe

"

0203172100.

Hukum Tatanegara (Siyasah).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.

1 (Satu) Minggu.

“Implementasi Peraturan Kota Medan No 13 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Mewujudkan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Paling Sedikit 20 Persen Pada
RTH Publik (Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan) ”.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
ngpatxmi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.

idak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang
telah direkomendasikan. -

Hasil Riset diserahkan Kota Medan  selambat
lambatnya 2 (dua) b
melalui Email
Surat rekomendas
rekomendasi tid
pada Pemerintah
Surat rekomendas

la pemegang surat
turan yang berlaku

‘eluarkan.
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DAFTAR WAWANCARA

Bapak Kali Hamzah

1.

10.

Untuk saat ini sudah sampai berapa persen ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Publik di wilayah kota Medan ?

Jadi langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk menambah
ketersediaan RTH Publik yang ada di wilayah kota Medan, jika belum mencapai
target 20 persen yang ada di UU ?

Apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan penambahan ketersediaan
RTH Publik yang ada di wilayah kota Medan ?

Adakah data jumlah atau persenan RTH Publik dimasing — masing kecamatan
wilayah kota medan ?

Bagimana cara menghitung persenan pada ketersediaan RTH Publik ?

Adakah data persebaran lokasi atau titik — titik lokasi pada RTH Publik di
wilayah kota Medan ?

Pihak bagian mana saja yang terkait ikut andil dalam mewujudan RTH Publik
hingga mencapai 20 persen ? ( baik itu pihak pemerintah dan ataupun ada dari
swasta juga ?)

Apa saja peran dari masing — masing pihak yang ikut andil dalam mewujudkan
RTH Publik hingga mencapai 20 Persen ?

Bagaimana proses atau alur dalam melakukan pembangunan untuk satu RTH
Publik yang ada di wilayah kota Medan ?

Apakah masing — masing dari kecamatan memiliki aturannya sendiri dalam
menentukan persenan RTH Pubik ? (misalkan untuk kecamatan Medan johor

RTH Publik harus 8 persen )
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